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ABSTRAK

Penegakan hukum adalah penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh
polisi sebagai salah satu aparat penyidik dalam perkara pidana. Salah satu
kewenangan polisi dalam penegakan hukum dapat dilakukan dengan
mengunakan diskresi. Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk
mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan
masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya.
Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk
menanggulangi kejahatan. Hal ini dimaksudkan agar setiap tindakan-tindakan
yang melanggar aturan hukum dan peraturan perundang-undangan serta
membuat kehidupan masyarakat menjadi terganggu dapat untuk
ditanggulangi. Dalam skripsi ini dibahas mengenai pelaksanaan diskresi oleh
polisi dalam penyidikan perkara pidana. Permasalahan yang dibahas dalam
skripsi ini adalah pelaksanaan diskresi oleh polisi dalam rangka penyidikan
perkara pidana di polsek Seberang Ulu | Palembang dan faktor-faktor yang
mendukung dan menghambat pelaksanaan diskresi dalam penyidikan
perkara pidana oleh poisi. Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini
adalah penelitian hukum yuridis empiris yang didukung pendekatan yuridis
sosiologis atau memperhatikan aspek dan pranata-pranata sosial yang
lainnya.

Kata kunci : Diskresi, Kewenangan, Polisi



ABSTRACT

Law enforcement is the enforcement of criminal law by police as one of the
investigators in criminal cases. One of the police authority in law enforcement
can use were carried out with discretion. Discretion is the police authority to
make decision or choose different actions in violation of the law or solve
criminal cases are handled. Law enforcement in the criminal justice system
aims to take each crime. This is so that any actions that violate the rule of law
and legislation and to make people’s lives can be disrupted to overcome.
This thesis discusses the implementation of discretion by the police in
investigating criminal cases. The issue to be disscused in the thesis is the
implementation of discretion by the police in order to investigate a criminal
case in the First Precinct Police Station Seberang Ulu | Palembang and
factors support that and inhibit the implementation of discretion in the criminal
case investigation by the police. This type of research used in this thesis is
empirical research that supported the legal juridical and sociologi juridical or

pay attention to aspects of social institutions ther.

Keywords : Discretion, Authority, Police



BAB I

PENDAHUALUAN

A. Latar Belakang

Secara garis besar hukum pidana dapat dikategorikan dalam dua bagian
yaitu : hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil
berisikan tentang perbuatan-perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman, siapa-
siapa yang dapat dihukum dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap
seseorang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang.
Sedangakan hukum pidana formil merupakan sejumlah peraturan-peraturan yang
mengandung cara-cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan
hukuman. ' hukum pida materil lebih sering disebut dengan hukum pidana
sedangkan hukum pidana formil disebut hukum acara pidana. 2

Dapaun hubungan dari kedua hukum pidana tersebut adalah, hukum pidana
formil merupakan alat/ sarana untuk mempertahankan hukum pidana materiil.

Hukum pidana dan hukum acara pidana scjak awal keberadaannya di
peruntukan bagi perlindungan masyarakat terhadap kesewenang-wenangan
penguasa. Oleh karenanya, sering dikatakan bahwa fungsi dari aturan hukum acara
pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak terhadap warga

masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Ketentuan-ketentuan

! Satochid Kartanegara, Tanpa Tahun. Hukum Pidana Kumpulan Kuliah bagian Satu, Balai
Lektur Mahasiswa, him. 1

2 Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, Intisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta,
1983, him 2



dalam hukum acara pidana antara lain berfungsi untuk melindungi para tersangka
dan terdakwa, terhadap tindakan aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi
penegakan hukum melalui lembaga pcradilan. Peradilan pada hakekatnya
merupakan lembaga tempat setiap warga masyarakat memperjuangkan,
memperoleh dan mempertahankan hak-haknya.’

Namun dalam pelaksanaan hukum acara pidana terutama bagi Polisi sebagai
penyidik sering mendapatkan hal-hal yang sulit, sementara hukum acara harus tetap
di laksanakan. Pada saat seperti ini terkadang polisi melaksanakan hak diskresi* nya
demi untuk mempertahankan kebenaran hukum pidana materiil tersebut.

Proses peradilan pidana yang terdiri dari serangkaian tahapan mulai dari
penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di
persidangan, hingga pemidanaan, merupakan kegiatan yang sangat kompleks dan
dapat dikatakan tidak mudah difahami serta kadang kala menakutkan bagi
masyarakat awam.

Bagaimana dengan Polisi Republik Indonesia (dalam tulisan ini disebut
POLRI) Pada organisasi POLRI yang menuju polisi sipil dan demokratis, yang
peran dan fungsinya adalah memberikan pelayanan keamanan dengan tujuan
melindungi harkat dan martabat manusia sehingga dapat melakukan

produktivitasnya dengan aman. Dapat dikatan juga prinsip yang hakiki peran dan

3 Polisi Sebagai Akses ke Pengadilan, htp:/ balianzahab.wordpress.com, di akses 28 Maret

2010

 Dari beberapa pengertian diskresi dapat dikatakan bahwa secara sederhana diskresi
merupakap suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas
dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seseorang, dalam hal ini polisi.



fungsi POLRI adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan
menyadari bahwa sumber daya manusia sebagai asset utama bangsa.

Namun dengan itu belum cukup, ternyata kenerja pihak kepolisian belum
terlihat begitu optimal. Hal ini didasarkan oleh bebrapa faktor, seperti yang
dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dalam buku faktor-faktor yang
mempengaruhi penegakan hukum. Faktor yang di maksud diantaranya adalah : °
1. Faktor Undang-undang;

2. Aparat;

3. Sarana dan Prasarana;
4. Budaya; dan

5. Faktor Masyarakat

Apabila kelima faktor tersebut diatas telah berjalan dengan baik maka dapat
dipastikan hukum akan dapat ditegakkan sebagaimana cita-cita hukum itu sendiri,
yakni memberikan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat. ¢

Dalam skripsi ini yang lebih ditonjolkan dalam penegakan hukum adalah
penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Polisi sebagai salah satu aparat
penyidik dalam perkara pidana. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya dalam tulisan ini disebut

KUHAP) yang menentukan Polisi sebagai penyidik dalam perkara pidana.’

% Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 198, him. 5

¢ Sudikno Mertokusumo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung,
1993, him. 2

7 Lihat Pasal 14 Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal. 14 huruf g



Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau
memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau
perkara pidana yang ditanganinya. Menurut Davis diskresi kepolisian is maybe
defined as the capacity of police officers to select from among a number of legal
and ilegal courses of action or inaction while performing their duties. 8 Menurut
Irsan tindakan diskresi dapat dibedakan sbb ;

1) tindakan diskresi yang dilakukan oleh petugas kepolisian secara individu

dalam mengambil keputusan tersebut; dan

2) tindakan diskresi yang beradasar petunjuk atau keputusan atasan atau

pimpinanannya.’

Tindakan diskresi yang diputuskan oleh petugas operasional di lapangan
secara langsung pada saat itu juga dan tanpa meminta petunjuk atau keputusan dari
atasannya adalah diskresi yang bersifat individual, sebagai contoh untuk
menghindari terjaadinya penumpukan arus lalu lintas di suatu ruas jalan, petugas
kepolisian memberi isyarat untuk terus berjalan kepada pengemudi kendaaraan
meskipun saat itu lampu pengatur lalu lintas berwarna merah dsb.

Adapun tindakan untuk mengesampingkan perkara, untuk menahan atau
tidak melakukan penahanan terhadap tersangka/pelaku pelanggaran hukum atau
menghentikan proses penyidikan, bukanlah tindakan diskresi individual petugas

kepolisian. Tindakan tersebut merupakan tindakan diskresi birokrasi karena dalam

® Chryshnanda DL, Diskresi dan Korupsi, http:/fwww.lantas.metro.polri.go.id. Diakses 28
Maret 2010

® Ibid



pengambilan keputusan diskresi berdasarkan atau berpedoman pada kebijaksanaan—
kebijaksanaan pimpinan dalam organisasi dan hal tersebut telah dijadikan
kesepakatan diantara mereka.'?

Khusus mengenai peradilan pidana, maka fungsi dari lembaga-lembaga ini
menjadi demikian penting karena di sinilah hukum pidana dan hukum acara pidana
sebagai cabang hukum yang paling berkaitan dengan hak-hak asasi manusia akan
diuji dan ditegakkan. Meskipun demikian pelaksanaan diskresi tetap diharapkan
tidak mengusik maupun mengganggu hak asasi orang yang tersangkut dalam
perkara pidana tersebut.

Ditinjau dari sudut hukumpun setiap kekuasaan akan dilandasi dan dibatasi
oleh ketentuan hukum. Namun, kekuasaan diskresi yang begitu luas dan kurang
jelas batas-batasnya akan menimbulkan permasalahan terutama apabila dikaitkan
dengan asas-asas hukum pidana yaitu asas kepastian hukum'' dan hak asasi
manusia.

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk
menanggulagi setiap kejahatan. Hal ini dimaksudkan agar setiap tindakan-tindakan
yang melanggar aturan hukum dan peraturan perundang-undangan serta membuat

kehidupan masyarakat menjadi terganggu dapat untuk ditanggulangi, sehingga

10 :

Ibid
i l$epastian hukum merupakan perlindungan justisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang,
yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan
tertentu. Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal peristiwa konkrit,

bagaimana hukumnya itulah yang berlaku. Pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang dari
ketentuan yang telah ada. Itulah yang di inginkan kepastian hukum. Opcit, him.145




kehidupan masyarakat menjadi aman, tenteram dan terkendali serta masih dalam
batas-batas toleransi masyarakat.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Mardjono Reksodipoetro bahwa
sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk
menanggulangi masalah  kejahatan. “Menaggulangi”  diartikan sebagai
“mengendalikan” kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.12

Integritas profesional polisi yang utuh dan menyeluruh merupakan prasyarat
bagi suksesnya pelaksanaan tugas kepolisian. Sebab tanpa integritas profesionalnya,
dapat saja sikap dan tindakan polisi hanya dilandasi oleh persepsi dan motivasi
kepentingan subyektif pribadi yang memungkinkan pelanggaran kode etik dan
standard moralitas polisi sebagaimana berlaku secara universal.

Profesionalisme Polisi mengacu pada adanya sejumlah kemahiran dan
pengetahuan khusus yang menjadi ciri pelaku, tujuan dan kualitas (conduct, aims
and qualities) pekerjaan polisi. Sebagai seorang profesional, maka seorang anggota
Polri adalah otonom, netral dan independen. Dalam kaitannya tentang kedudukan
organisasi kepolisian dalam bidang kekuasaan eksekutif (yang mencerminkan
kekuasaan partai politik), maka profesionalisme Polri akan berarti dicegahnya
campur tangan kalangan politisi dalam kaitan kepolisian melakukan tugas
pokoknya secara profesional sesuai pasal 13 UU Kepolisian 2002. Terkait dengan
profesionalisme ini adalah juga adanya diskresi suatu profesi melakukan

pekerjaannya. Diskresi ini juga ada pada setiap anggota kepolisian dalam

12 1.S. Susanto, Kriminologi dan Peradilan Pidana, Ghalia Indonesia,Jakarta,2004, him.75




melakukan profesinya. Namun harus diingat dan di jaga secara terus menerus,
bahwa “kewenangan atau kekuasaan profesi” melaksanakan diskresi (terdapat juga
pada profesi penuntut uumum, profesi hakim dan profesi advokat) selalu
mempunyai rambu-rambu pembatas. Penggunaan diskresi secara yang tidak
disalahgunakan harus dapat dikendalikan secara internal melalui kode etik dan
disiplin profesi. Tetapi juga harus disediakan mekanisme pengawasan eksternal
berupa pertanggungjawaban secara hukum yang berlaku bagi semua warga sipil
(dimana polisi tidak dikecualikan — legal accountability). Penjabaran lebih rinci
tentang yang dimaksud oleh pasal 16 (2) dan pasal 18 (1) UU Kepolisian 2002
merupakan pula tugas ilmu kepolisian. 3
Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau
memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau
perkara pidana yang ditanganinya. Menurut Irsan tindakan diskresi dapat
dibedakan sbb ; '*
1) tindakan diskresi yang dilakukan oleh petugas kepolisian secara individu dalam
mengambil keputusan tersebut;
2) tindakan diskresi yang beradasar petunjuk atau keputusan atasan atau
pimpinanannya.
Tindakan diskresi yang diputuskan oleh petugas operasional di lapangan

secara langsung pada saat itu juga dan tanpa meminta petunjuk atau keputusan dari

2
. B Mardjono Reksodiputro, llmu Kepolisian dan Profesionalisme Polri, Makalah d\,:\

sampaikan dalam rangka sewindu Kajian llmu Kepolisian Universitas Indonesia (KIK-U'I)V,“? 1%

www.conltohskripsitesis.com diakses pada tanggal. 29 Maret 2010. \ =
" Irsan, Diskresi Kepolisian, Raja Grafindo, Jakarta, 2001, him. 12 A
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atasannya adalah diskresi yang bersifat individual, sebagai contoh untuk
menghindari terjaadinya penumpukan arus lalu lintas di suatu ruas jalan, petugas
kepolisian memberi isyarat untuk terus berjalan kepada pengemudi kendaaraan
meskipun saat itu lampu pengatur lalu lintas berwama merah dsb.

Adapun tindakan untuk mengesampingkan perkara, untuk menahan atau
tidak melakukan penahanan terhadap tersangka/pelaku pelanggaran hukum atau
menghentikan proses penyidikan, bukanlah tindakan diskresi individual petugas
kepolisian. Tindakan tersebut merupakan tindakan diskresi birokrasi karena dalam
pengambilan keputusan diskresi berdasarkan atau berpedoman pada kebijaksanaan—
kebijaksanaan pimpinan dalam organisasi dan hal tersebut telah dijadikan
kesepakatan diantara mereka.

Berdasarkan pada pokok-pokok pikiran tersebut diatas maka kajian ini
mencoba memahami usaha menanggulangi kejahatan yang menjadi sasaran utama
dari hukum pidana, serta bagaimana sistem peradilan pidana sendiri bekerja, baik
dari segi hukumnya maupun dari segi pelaksanaanya Pengertian sistem peradilan:

Bahwa yang dimaksud sistem peradilan pidana ialah suatu sistem
berprosesnya suatu peradilan pidana, dimana masing-masing komponen fungsi
yang terdiri dari kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum,
pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan lembaga pemasyarakatan yang

berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para terhukum, yang bekerja secara



bersama-sama, terpadu dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk
menanggulangi kejahatan. 13

Dalam kenyataannya hukum tidak bisa secara kaku untuk diberlakukan
kepada siapapun dan dalam kondisi apapun seperti yang tercantum dalam bunyi
perundang-undangan. Pandangan yang sempit didalam hukum pidana bukan saja
tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana, tetapi akan membawa akibat kehidupan
masyarakat menjadi berat, susah dan tidak menyenangkan. Hal ini dikarenakan
segala gerak aktivitas masyarakat diatur atau dikenakan sanksi oleh peraturan. Jalan
keluar untuk mengatasi kekuatan-kekuatan itu oleh hukum adalah diserahkan
kepada petugas penegak hukum itu sendiri untuk menguji setiap perkara yang
masuk didalam proses, untuk selanjutnya diadakan penyaringan-penyaringan yang
dalam hal ini disebut diskresi.

Sesuai dengan judul yang dipilih, maka dalam tulisan ini diskresi yang
dibahas adalah diskresi yang berkaitan dengan pekerjaan polisi yang berhubungan
dengan tugas-tugas penegakan hukum pidana, yaitu dalam rangka sistem peradilan
pidana dimana tugas polisi sebagai penyidik. Oleh karena itu untuk membedakan
dengan diskresi yang dilakukan oleh komponen fungsi yang lain dalam tulisan ini
yang menjadi tujuan adalah diskresi oleh kepolisian.Tiap-tiap komponen dalam
sistem peradilan pidana mempunyai wewenang untuk melakukan penyaringan atau
diskresi tersebut. Diskresi diberikan baik karena berdasar peraturan perundang-

undangan maupun atas dasar aspek sosiologisnya.

15 Marfijono Reksodiplftro, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat
Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1995, him. 25.
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Dengan luasnya kekuasaan yang dimiliki oleh polisi, mempunyai potensi
kekuasaan itu disalahgunakan untuk keuntungan diri sendiri, kelompok maupun
organisasi lain. Padahal penggunaan kekuasaan diskresi yang diberikan oleh
pembuat undang-undang sebenamnya apabila jalur hukum yang disediakan untuk
menyelesaikan suatu masalah malah menjadi kurang efisien, kurang ada
manfaatnya maupun macet.

Ditinjau dari sudut hukumpun setiap kekuasaan akan dilandasi dan dibatasi
oleh ketentuan hukum. Namun, kekuasaan diskresi yang begitu luas dan kurang
jelas batas-batasnya akan menimbulkan permasalahan terutama apabila dikaitkan
dengan asas-asas hukum pidana yaitu asas kepastian hukum dan hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikemukakan bahwa masalah kebijakan
polisi atau penyimpangan dalam hukum pidana pidana yang selanjutnya disebut
diskresi kepolisian dalam sistem peradilan pidana ini, menarik perhatian penulis
untuk meneliti lebih lanjut dan menulisnya. Sehingga dalam penelitian dan
penulisan ini mengambil judul ” PELAKSANAAN DISKRESI OLEH POLISI
DALAM PENYIDIKAN PERKARA PIDANA DI POLSEK SEBERANG ULU
I PALEMBANG ”.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi
permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan diskresi oleh polisi dalam rangka

penyidikan perkara pidana di Polsek Seberang Ulu I Palembang ?
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2. Faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan diskresi dalam
penyidikan perkara pidana oleh polisi di Polsek Sebcrang Ulu1?
C. Ruang Lingkup
Sebelum menginjak pada permasalahan, maka didalam membahas penulisan
skiripsi ini perlu diketengahkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang kiranya
dapat dianggap penting saja, agar ruang lingkup yang akan dibahas tidak terlalu
luas sehingga akhirnya nanti akan menyimpang dari sasaran yang akan dicapai.
Untuk itu perlu dibatasi ruang lingkup pembahasan hanya pada masalah
dalam pelaksanaan diskresi oleh Polisi dalam penyidikan perkara pidana, namun
tidak menutup kemungkinan membahas hal-hal lain yang ada relevansinya dengan
topik yang dibahas.
D. Tujuan dan Manfaat
Tujuan yang hendak dicapai dari diadakannya penelitian dan penulisan ini
adalah:
. Untuk mengetahui pelaksanaan diskresi yang dimiliki oleh polisi
dalam rangka penyidikan di Polsek Seberang Ulu [ Palembang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong dan
menghambat diskresi dalam penyidikan di Polsek Seberang Ulu 1

Palembang..

Manfaat yang diharapkan dari penelitian dan penulisan ini baik secara

teoritis maupun praktis adalah:
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1. Secara Teoritis
Kajian ini diharapkan dapat dijadikan data referensi penting mengenai
kepolisian pada umumnya, serta pelaksanaan diskresi kepolisian dalam
hal penyidikan pada khususnya.
2. Secara Praktis
Diharapkan karya tulis ini dapat bermanfaat bagi instansi terkait,
khususnya kepolisian untuk mengambil kebijaksanaan dalam hal
pelaksaaan diskresi kepolisian pada saat penyidikan. Hal ini dalam
rangka meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas dalam
melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
E. Metode Penelitian
1. Tipe Penelitian
Selaras dengan tujuan yang dimaksudkan untuk menelusiri prinsip-
prinsip dan sistematika hukum, terutama yang ada hubungannya dengan judul,
maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris dengan
pendekatan yuridis sosiologis yang berarti penelitian terhadap permasalahan
hukum akan dilakukan secara sosiologis atau memperhatikan aspek dan
pranata-pranata sosial yang lainnya.
Dalam hal ini metode pendekatan akan menitikberatkan pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan

masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-
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aspek sosial yang berpengaruh.'6. dengan melakukan wawancara maupun

penelitian lapangan. Penelitian secara yuridis normatif bisanya dilakukan

terhadap sistematika hukum di lapangan dengan cara mempelajari pengertian-
pengertian dasar dalam sistem hukum, yaitu masyarakat hukum, subyek
hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek
hukum."”

2. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang

bersumber pada :

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan
wawancara terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dengan permasalahan
dalam penelitian.

b. Data skunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian bahan-bahan
pustaka atau literatur, yang terdiri dari :

1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yakni
peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permaslahan
seperti KUHP, KUHAP, Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis
KUHP dan KUHAP, Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 48

' Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta,
1982, hal.15

17 : .
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, cetakan keempat, Raj
Grafindio, Jakarta, 1991, hal. 72 if; pat, Raja
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Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kechakiman serta Peraturan
Perundang-undangan lain yang mengatur tentang diskresi.
2) Bahan hukum skunder yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : buku-buku.
Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan skunder seperti kamus ensiklopedia.
3. Lokasi Penelitian
Penetapan lokasi penelitian sangat penting, hal ini berfungsi dalam
rangka mempertanggungjawabkan data yang diperoleh, dengan demikian
maka lokasi penelitian perlu ditetapkan terlebih dahulu. Dalam penelitian ini
lokasi yang dipilih adalah Polsek Seberang Ulu I Palembang.
4. Analisis Data
Data-data yang diperoleh dari penelitian kemudian di analisa secara
kualitatif disajikan secara deskriptif analisis yaitu tata cara penelitian yang
mengambarkan apa yang diungkapkan oleh narasumber baik secara langsung

maupun tulisan juga pengamatan langsung serta data-data kepustakaan diteliti dan

dipelajari secara utuh.
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